
• 
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pcmbentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Linglrungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 

b. bahwa dalam pelaksanannya, terdapat beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada huruf a yang tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga 
Peraturan Bupati tersebut perlu diubah; 

c. bahwa berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa; 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam 
pengelolaan Alokasi Dana Desa, telah diterbitkan 
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa; 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

BUPATI PURWOREJO, 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

ALOKASl DANA DESA 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 42 TAHUN 2012 

BUPATI PURWOREJO 

[SALINAN] 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2 ); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 37 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tcntang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4588); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemeri.ntah Pusat clan 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 44371, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nemer 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

..... --~- 



3 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati PUiworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa diubah sebagai berikut : 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 51 
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
ALOKASI DANA DESA. 

MEMUTUSKAN : 

16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
PUiworejo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa. 

15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Desa; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten PUiworejo Nomor 13 
Tahun 20 l l tentang Aloka&i Dana Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten PUiworejo Tahun 2011 Nomor 13); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 
Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten PUiworejo Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten 
PUiworejo Tahun 2007 Nomor 3); 
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(2) Apabila pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) Tahap 
II Tahun 2011 tidak dapat dibuktikan dengan Surat 
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
maka untuk persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (3) huruf h, menggunakan salinan bukti surat 
pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum Desa (OAUOJ Tahun 
sebelumnya dan pencairannya ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati atas Rekomendasi Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa." 

(l) Penyaluran ADD Tahap I Tahun Anggaran 2012, untuk 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) 
huruf h, menggunakan salinan bukti surat pertanggungjawaban 
Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) Tahap II Tahun Anggaran 
201 I. 

"Pasal 27 

2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi scbagai berilrut: 

(4) Dalam hal Be.ndahara berhalangan tetap atau berhalangan 
sementara (1 bulan sampai dengan 3 bulan), maka 
penanggungjawab Tim Pelaksana ADD dapat menunjuk 
pengganti sementara atau pengganti tetap bendahara dari unsur 
Perangkat Desa. • 

(3) Penunjulcan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 
sampai dengan berakhimya pertanggungjawaban ADD tahap 
yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal terjadi kekosongao jabatan Kepala Desa atau Kepala 
Desa berhalangan tetap/ berhalangan sementara dan belum 
diangkat Penjabat (Pj.J Kepala Desa, maka kedudukan dan 
kewenangan Pcnanggung Jawab Tim Pclaksana ADD dapat 
diganti oleh Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya atau 
pejabat/pegawai Kecrunatan setempat yang ditunjuk oleh Camat 
berdasarkan usu! dari BPD. 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala 
Desa berhalangan tetap/ berhalangan sementara, maka harus 
diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang berkedudukan dan 
mempunyai kewenangan sebagai penanggungjawab Tim 
Pelaksana ADD. 

"Pasal 24 

l. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berilrut : 
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SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2012 NOMOR 42 SERI E NOMOR 37 

TRI HANDOYO 

Ttd 

SEKRE'l'ARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 2 Oktober 2012 

MAHSUN ZAIN 

BUPATl PURWOREJO, 

Ttd 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 2 Oktober 2012 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da\am Betita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 


